
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT                  

TAHUN 2011 NOMOR 7 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 

NOMOR   7    TAHUN 2011 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
DI KABUPATEN TANAH LAUT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANAH LAUT, 

 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi 
daerah dan percepatan pembangunan 
daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 
berwenang mengatur dan 
menyelenggarakan pendidikan; 

b. bahwa aturan penyelenggaraan pendidikan 
di daerah harus mempertimbangkan kondisi 
lokal dan kepentingan daerah dengan tetap 
mengacu pada kepentingan nasional dan 
ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku secara nasional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b konsideran ini perlu menetapkan 
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tentang Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kabupaten Tanah Laut.  

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6),  Pasal 28C ayat (1),  dan 
Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah 
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2765); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang- Undang Nomor 
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
30, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) yang 
Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4493) dan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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9. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157; 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

11. Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan 
Hukum Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4965) ; 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
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Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2738   ); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4941); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana yang 
diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 


